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ABSTRACT

Discipline is an important factor to have by all civil
servants, especially civil servants in administrative
villages (kelurahan) in DKI Jakarta Province in or-
der to provide service to the public. In reality, the
problem of discipline still exists sourcing from both
the civil servants or the public behaviour. Based on
that, this research was conducted to explain what
factors affect the discipline of civil servants in ad-
ministrative villages in DK| Jakarta Province. The
theory used in this research is theory of employee
discipline. The research used quantitative methods
with questionnaire as research instrument and
analysed using Rho Spearman Test. Sampling was
done using simple random sampling. Research re-
sults show that from the seven factors that influ-
ence employee discipline, the strongest correlation
coefficient was on the variable leader’s courage to
take action and followed by the variable certain ru-
les to serve as a guide by employees.
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ABSTRAK

Kedisiplinan merupakan faktor penting yang ha-
rus dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, khu-
susnya Pegawai Negeri Sipil Kelurahan di Provinsi
DKl Jakarta dalam rangka memberikan pelayan-
an kepada masyarakat. Nyatanya, permasalahan
kedisiplinan seringkali muncul baik bersumber
dari Pegawai Negeri Sipil maupun dari perilaku
masyarakat. Untuk itu, penelitian ini dilakukan
dengan tujuan untuk menjelaskan faktor apa saja
yang memengaruhi kedisiplinan Pegawai Negeri
Sipil di Kelurahan Povinsi DKI Jakarta. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu teori menge-
nai disiplin pegawai. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan kuesioner sebagai
instrumen penelitian dan dianalisis menggunakan
Uji Rho Spearman. Teknik penarikan sampel da-
lam penelitian ini menggunakan metode simple
random sampling. Hasil penelitian menunjukan
bahwa dari tujuh faktor yang memengaruhi ke-
disiplinan pegawai, koefisien korelasi terkuat di-
miliki oleh variabel keberanian pimpinan dalam
mengambil tindakan dan selanjutnya diikuti oleh
variabel ada tidaknya aturan pasti yang dapat di-
Jjadikan pegangan bagi pegawat.

Kata Kunci: kedisiplinan; pegawai negeri sipil; pe-
layanan
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PENDAHULUAN

Pegawai negeri merupakan aparatur negara
untuk menjalankan pemerintahan dan pem-
bangunan dalam rangka usaha untuk meca-
pai tujuan nasional (Musanef, 1996:3). Me-
nurut Tjiptoherijanto (dalam bapennas.go.id,
2011:1), Pegawai negeri di berbagai negara
memiliki tiga peran yang serupa, yaitu seba-
gai pelaksana peraturan dan perundangan
yang telah ditetapkan pemerintah; melaku-
kan fungsi manajemen pelayanan publik;
dan harus mampu mengelola pemerintah-
an. Ketiga peran ini harus didukung pula
dengan kedisiplinan para pegawai negeri.
Hal ini karena seorang pegawai negeri me-
rupakan aparatur negara yang menjadi salah
satu pilar penyelenggara negara dan sudah
sepantasnya menjadi contoh dan memberi
keteladanan kepada masyarakat umum da-
lam menegakkan disiplin pada semua aspek
kehidupan (Semendawai dalam lemhannas.
go.id, 2013:11).

Kedisiplinan merupakan salah satu fak-
tor penting yang harus dimiliki dan melekat
dalam diri individu pegawai negeri. Hal ini
karena pegawai negeri merupakan pelaksa-
na setiap kegiatan pemerintahan serta dalam
mencapai tujuan nasional. Kedisiplinan bukan
hanya sekedar untuk kedisiplinan saja, tetapi
kedisiplinan harus dapat menunjang tujuan
(Nitisemito, 1991:205). Apabila pegawai ne-
geri disiplin, maka ketertiban dan kelancaran
akan senantiasa terpelihara dalam pencapai-
an tujuan dari suatu organisasi serta tujuan
nasional. Bilamana kedisiplinan tidak dapat

ditegakkan maka kemungkinan tujuan yang

telah ditetapkan tidak dapat dicapai atau da-
pat dicapai namun secara kurang efektif dan
efisien (Nitisemito, 1991:200).

Kebijakan terkait kedisiplinan telah ada
sejak masa Orde Baru. Kebijakan tersebut yai-
tu Gerakan Disiplin nasional (GDN) yang dite-
tapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal
20 Mei 1995 dengan tujuan menjadikan di-
siplin nasional sebagai faktor pembangunan
nasional. Pembangunan nasional akan lebih
cepat dicapai apabila didukung kedisiplinan
para penyelenggara negara serta ditopang
oleh masyarakat yang berdisiplin pula (Se-
mendawai dalam lemhannas.go.id, 2013:11).
Seiring dengan berjalannya waktu, Gerakan
Disiplin Nasional sudah jarang terdengar. Hal
ini terjadi sejak masa reformasi karena seba-
gian masyarakat pada masa itu beranggapan
bahwa apa yang menjadi kebijakan dan pro-
gram di masa Orde Baru dianggap keliru dan
harus diubah bahkan ditinggalkan (Semen-
dawai dalam lemhannas.go.id, 2013:11).

Permasalahan terkait disiplin nasional
bersumber dari sejumlah pihak. Pertama ya-
itu bersumber dari para aparatur pemerin-
tah. Apabila dilihat pada aspek budaya kerja,
terdapat kecenderungan orientasi yang bu-
kan mengarah kepada meraih produktivitas
organisasi, melainkan pada perolehan-pero-
lehan lain yang menguntungkan diri sendi-
ri (Edi Sudradjat dalam Sekretariat Negara,
1996:132). Selain itu, di berbagai instansi pe-
merintah pun masih banyak terjadi penyalah-
gunaan wewenang, pemborosan waktu dan
dana, serta berbagai bentuk penyimpangan

lainnya yang merugikan negara maupun ma-

59

Volume 15, Nomor 1, Januari 2017



NOVIYANI RIZQIYAH DAN LINA MIFTAHUL JANNAH

syarakat (Edi Sudradjat dalam Sekertariat Ne-
gara, 1996:132).

Permasalahan selanjutnya yaitu bersum-
ber dari masyarakat. Banyak anggota ma-
syarakat yang belum memahami pentingnya
disiplin dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara (Edi Sudradjat da-
lam Sekertariat Negara, 1996:133). Selain itu,
masih terdapat masyarakat yang tidak ber-
keinginan untuk mengetahui peraturan yang
berlaku, bermental kurang baik, dan terpaksa
melakukan pelanggaran karena desakan ke-
adaan. Kurangnya kedisiplinan disebabkan
oleh dorongan dan godaan dari masyarakat
yang menginginkan keistimewaan dalam pe-
layanan publik dengan memberikan “iming-
iming” dengan imbalan tertentu kepada
pemberi layanan (Semendawai dalam lem-
hannas.go.id, 2013:11).

Apabila dilihat, kedua permasalahan ke-
disiplinan tersebut seringkali terjadi di ling-
kungan kelurahan, salah satunya yaitu ke-
lurahan yang berada di DKI Jakarta. Terkait
permasalahan penyalahgunaan wewenang,
dapat dilihat pada penyalahgunaan wewe-
nang yang dilakukan oleh Lurah Kartini, Ja-
karta Pusat, Leo Tantino yang terbukti mela-
kukan manipulasi terhadap mesin pencatat
kehadiran demi mendapatkan tunjangan
maksimal. Lurah Leo Tantino terbukti memin-
ta bawahannya mengisi presensi elektronik
dengan cara memasukkan sidik jari bawah-
annya agar namanya tercatat di mesin, se-
hingga hari kerjanya penuh meski faktanya ia
berkantor selepas pukul 09.00 (Parikesit da-
lam tempo.co, 2016).
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Permasalahan lain yang muncul vyaitu
terkait tidak jarang terdapat sejumlah ma-
syarakat yang memberikan “iming-iming”
kepada pemberi layanan untuk mendapat-
kan keistimewaan dalam pelayanan publik,
sehingga tidak menutup kemungkinan untuk
para pemberi layanan yang pada akhirnya
mendapatkan perolehan-perolehan “lain”
yang menguntungkan diri sendiri. Kondisi ini
pun terjadi di salah satu kelurahan di Jakar-
ta, yaitu di Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon
Jeruk, Jakarta Barat. Seperti yang dilansir da-
lam wartakota.tribunnews.com, 2014, Lurah
Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
Muhammad Ali, kesal ketika pihaknya men-
dapatkan laporan dari masyarakat yang me-
nyatakan bahwa ada staf kelurahan yang me-
nerima tip ketika melayani. Menurut Kepala
Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun, masih
banyak pejabat kelurahan di Ibu Kota yang
menerima gratifikasi dan memungut berba-
gai iuran tak resmi dari masyarakat. Contoh-
nya seperti yang dilansir dalam metro.tempo.
co, 2015 dinyatakan bahwa Lurah di Jemba-
tan Besi, Jakarta Barat menerima gratifikasi.
Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun
sudah memecat Lurah Jembatan Besi yang
terbukti menerima suap itu. Selain Lurah, ma-
sih banyak pejabat DKI yang berbuat “culas”.
Tahun ini, sebanyak 130 pejabat di lingkung-
an Pemerintah DKI sudah dicopot jabatannya
dan dipecat sebagai pegawai negeri. Semua
pejabat itu dicopot dan dipecat karena ber-
bagai pelanggaran, mulai dari menerima gar-
tifikasi, melakukan pungutan liar, dan jarang

masuk kerja.
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Pelanggaran terhadap ketentuan jam
kerja merupakan bentuk permasalahan ke-
disiplinan lainnya. Pada Pasal 3 Poin 11 Per-
aturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilu diatur
mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil
untuk masuk kerja dan menaati ketentuan
jam kerja. Nyatanya, masih terdapat Pegawai
Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban
tersebut. Hal ini terjadi pada pegawai di Kelu-
rahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta
Utara belum berada di tempat bekerja ketika
Kepala Inspektorat Pembantu Kota Jakarta
Utara, Sri Rahayu melakukan sidak. Ia men-
dapati beberapa pegawai yang tidak berada
di tempat dengan alasan masih di jalan (Ans-

hari dalam megapolitan.kompas.com, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelas-
kan faktor apa saja yang memengaruhi ke-
disiplinan Pegawai Negeri Sipil Kelurahan di

Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

TINJAUAN TEORITIS

Pada penelitian ini, kajian teoritis yang pene-
liti gunakan yaitu mengenai konsep disiplin.
Istilah disiplin berasal dari kata disciple yang
berarti murid, disciplinary mengenai kepa-
tuhan, kata tersebut berubah menjadi kata
discipline yang mempunyai arti kepatuhan
atau hal yang menyangkut tata tertib. Seca-
ra harfiah, disiplin diartikan ketertiban, di-
mana ketertiban terjadi bila para karyawan
mematuhi peraturan (Yusuf, Nasution, dan
Suprasta, 2000:80). Kedisiplinan menurut Si-
nungan (2005:145) merupakan sikap mental

yang tercermin dalam perbuatan atau ting-

kah laku perorangan, kelompok, atau masya-
rakat berupa ketaatan (obdience) terhadap
peraturan-peraturan atau ketentuan yang
ditetapkan pemerintah atau etik, norma, dan
kaidah yang berlaku dalam masyarakat un-
tuk tujuan tertentu. Sinungan (2005:146) juga
mengemukakan bahwa disiplin bukanlah tu-
juan melainkan sarana yang ikut memainkan
peranan dalam pencapaian tujuan.

Tingkat kedisiplinan  kerja masing-
masing pegawai berbeda satu dengan yang
lainnya. Setiap pegawai memiliki alasan atau
faktor tersendiri yang dapat mempengaruhi
kedisiplinannya. Dengan demikian, peneli-
ti menggunakan konsep faktor-faktor yang
menunjang kedisiplinan pegawai menurut
Singodimedjo (dalam Sutrisno, 2009:94-98)
untuk menjelaskan faktor-faktor apa yang
memengaruhi disiplin Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Kelurahan di Lingkungan Provinsi DKI
Jakarta. Berikut faktor-faktor yang menun-
jang kedisiplinan pegawai menurut Singodi-
medjo (Sutrisno, 2009:94-98), yaitu:

Besar Kecilnya Pemberian Kompensasi

Besar kecilnya pemberian kompensasi dapat
memengaruhi tegaknya disiplin. Kompensasi
ini dimaksudkan sebagai balas jasa perusa-
haan terhadap pengorbanan waktu, tenaga,
dan pikiran yang telah diberikan pegawai
kepada perusahaan (Saydam dalam Sutris-
no, 2009:197). Kompensasi dibagi menjadi
dua aspek, yaitu kompensasi langsung dan
kompensasi tidak langsung (pelengkap)
(Sutrisno, 2009:201-202). Pynes (2004: 227)

mengemukakan bahwa kompensasi diguna-
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kan untuk mempertahankan dan memotivasi
karyawan untuk mencapai tujuan organisasi.
Para karyawan akan mematuhi segala pera-
turan yang berlaku bila mendapat balas jasa
yang sesuai dengan jerih payah yang telah
dikontribusikannya (Saydam dalam Sutrisno,
2009:94). Dengan diberikannya kompensasi
yang layak, maka semua karyawan akan da-
pat bekerja dengan tenang dan mengkon-
sentrasikan seluruh pekerjaannya yang men-

jadi tanggungjawabnya.

Ada Tidaknya Keteladanan Pimpinan

Kepemimpinan menurut Hersey dan Blanc-
hard merupakan proses memengaruhi ke-
giatan individu atau kelompok dalam usaha
untuk mencapai tujuan dalam situasi terten-
tu (Soekarso dkk, 2010:16). Semua karyawan
akan selalu memperhatikan bagaimana pim-
pinan dapat menegakkan disiplin dirinya dan
bagaimana ia dapat mengendalikan dirinya
dari ucapan, perbuatan, dan sikap yang da-
pat merugikan aturan disiplin yang sudah di-
tetapkan (Sutrisno, 2009:198). Para bawahan
akan selalu meniru yang dilihatnya setiap hari
atas segala yang dilakukan oleh pimpinan-
nya. Apabila seorang pemimpin mengingin-
kan tegaknya disiplin, maka pemimpin harus
lebih dahulu mempraktikkan, agar dapat dii-
kuti dengan baik oleh para karyawan lainnya.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tela-
dan pemimpin juga diperlukan untuk lebih
mengefektifkan peraturan yang dikeluarkan
dalam rangka menegakkan kedisiplinan (Ni-
tisemito, 1991:206).
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Ada Tidaknya Aturan Pasti yang Dapat
Dijadikan Pegangan

The organization should have a policy that
states what the steps in disciplinary action are.
The policy should be part of the orientation of
all employee (Barbeito, 2004:114). Setiap or-
ganisasi harus memiliki aturan yang jelas ter-
kait tindakan pendisiplinan dan menjadikan
aturan tersebut bagian dari pembinaan bagi
para pegawai. Disiplin dapat ditegakkan jika
ada aturan tertulis yang disepakati bersama
dan para karyawan akan mendapat suatu ke-
pastian bahwa siapapun akan mendapatkan
sanksi. Sanksi merupakan hukuman disiplin
yang dijatuhkan pimpinan organisasi kepada
pegawai yang melanggar peraturan disiplin
yang telah dibuat (Rivai & Sagala, 2010:831).

Keberanian Pimpinan dalam
Mengambil Tindakan

Apabila terdapat karyawan yang melanggar
disiplin, maka perlu ada keberanian pimpin-
an untuk mengambil tindakan yang sesuai
dengan tingkat pelanggaran yang dibuat-
nya. Seorang pemimpin harus mempunyai
keberanian dalam mengambil keputusan
karena pemimpin mengetahui ‘seluk-beluk’
pekerjaan yang ditanganinya; memahami
benar-benar hal-hal yang menjadi sasaran
unit kerjanya; memahami lebih mendalam
karakter yang dimiliki oleh para bawahannya;
memahami tata hubungan organisasi yang
dipimpinnya dengan lingkungan sekitarnya;
dan memahami segala aturan yang berlaku
yang berkaitan dengan materi yang diperlu-
kan dalam pengambilan keputusan (Sutrisno,
2009:254).
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Ada Tidaknya Pengawasan Pimpinan

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh peru-
sahaan perlu ada pengawasan, yang akan
mengarahkan para karyawan agar dapat
melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan
sesuai dengan yang ditetapkan. Faktor peng-
awasan sangat penting dalam usaha menda-
patkan semangat kerja dan disiplin pegawai
yang tinggi (Wursanto, 1985:152). Pengawas-
an hendaknya dilakukan secara efektif, jujur,
dan objektif. Orang yang paling tepat melak-
sanakan pengawasan yaitu atasan langsung
karyawan yang bersangkutan, karena diang-
gap paling tahu dan paling dekat dengan
karyawan yang ada di bawahnya. Pengawas-
an sering disebut Pengawasan Melekat (Was-
kat) dan perlu dilakukan supaya tugas-tugas
yang dibebankan kepada bawahan tidak me-
nyimpang dari apa yang telah ditetapkan.

Ada Tidaknya Perhatian Pimpinan
Kepada Karyawan

Setiap karyawan memiliki perbedaan karak-
ter antara yang satu dengan yang lainnya.
Mereka membutuhkan perhatian yang be-
sar dari pimpinannya sendiri. Keluhan dan
kesulitan mereka ingin didengar dan dicari-
kan jalan keluarnya. Pimpinan yang berhasil
memberikan perhatian yang besar kepada
karyawannya akan dapat menciptakan disip-
lin kerja yang baik. Pimpinan yang demikian
akan selalu dihormati dan dihargai oleh para
karyawan, sehingga akan berpengaruh besar
kepada prestasi, semangat kerja, dan moral

kerja karyawan.

Diciptakan Kebiasaan-Kebiasaan Positif
yang Mendukung Tegaknya Disiplin

Para pimpinan mempunyai peran penting
untuk menciptakan suasana positif dalam
hubungan pegawai atau sebaliknya seperti
dalam hal penanganan konflik atau ketidak-
puasan pegawai; kinerja yang tidak baik atau
masalah-masalah kedisiplinan; dan beratus-
ratus masalah yang lain (Haryani, 1995:68).
Terciptanya human relationship yang serasi
akan mewujudkan lingkungan dan suasana
kerja yang nyaman. Hubungan-hubungan
baik bersifat vertikal maupun horizontal yang
hendaknya harmonis. Hubungan pegawai di
dalam suatu perusahaan akan sangat dipe-
ngaruhi bahkan mungkin ditentukan oleh
perasaan “di tempat” dimana individu yang

bersangkutan bekerja (Haryani, 1995:68).

Oleh sebab itu, kebiasaan-kebiasaan po-
sitif yang dapat dilakukan diantaranya yaitu
saling menghormati, bila bertemu di ling-
kungan pekerjaan; melontarkan pujian sesuai
dengan tempat dan waktunya, sehingga para
karyawan akan turut merasa bangga dengan
pujian tersebut; sering mengikutsertakan
karyawan dalam pertemuan-pertemuan, ter-
utama yang berkaitan dengan nasib dan pe-
kerjaan mereka; dan memberi tahu bila ingin
meninggalkan tempat kepada rekan sekerja,
dengan menginformasikan, kemana dan un-
tuk urusan apa, walaupun kepada bawahan
sekalipun.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui faktor apa saja yang me-
mengaruhi disiplin PNS Kelurahan di Provinsi
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DKI Jakarta, peneliti menggunakan menggu-
nakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ku-
antitatif dimulai dengan sebuah ide abstrak,
diikuti dengan prosedur pengukuran, dan
diakhiri dengan data empiris yang mewakili
ide-ide (Neuman, 2007:111). Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan teknik
pengumpulan data kuantitatif berupa penye-
baran kuesioner. Kuesioner dalam penelitian
ini diberikan pada sampel penelitian. Jumlah
sampel dalam penelitian ini sebanyak 97 res-
ponden dari jumlah populasi PNS Kelurahan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013
yaitu sebanyak 3.002 Pegawai yang diperoleh
dengan teknik sampling simple random sam-
pling. Analisis data pada penelitian ini meng-
gunakan teknik analisis data distribusi freku-
ensi pada variabel-variabel penelitian. Hal ini
bertujuan untuk memudahkan orang dalam
membaca data serta untuk memahami mak-
sud dari data tersebut. Selanjutnya peneliti
juga malakukan Uji Korelasi Rho Spearman
untuk mengukur korelasi antar dua variabel
yang memiliki tingkat pengukuran ordinal
(Prasetyo dan Jannah, 2010:200). Nilai dari
masing-masing variabel diberi peringkat dari
yang kecil hingga yang besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan yaitu pertama
terkait karakteristik responden dan kedua,
faktor-faktor yang memengaruhi disiplin PNS

Kelurahan Di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta

Karakteristik Responden

Jumlah responden dalam penelitian ini yaitu
sebanyak 97 PNS Kelurahan di Lingkungan
Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang diketahui
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bahwa PNS terdiri dari empat pangkat/go-
longan, yaitu pegawai Golongan I(a-b-c-d),
II(a-b-c-d), Ill(a-b-c-d), dan IV(a-b-c-d). Dari
97 responden PNS di Lingkungan Kelurahan
DKI Jakarta, pegawai yang menjadi respon-
den dalam penelitian ini didominasi oleh PNS
Golongan 1III sebesar 76.29% atau sebanyak
74 pegawai dengan jabatan Kepala Seksi
(Kasi) dan Staf. Pada urutan selanjutnya yaitu
PNS Golongan II dengan persentase sebesar
19.59% atau sebanyak 19 pegawai dengan
jabatan Staf, Bendahara, dan Pengurus Ba-
rang. Kemudian hanya terdapat 3.09% atau
tiga orang pegawai golongan IV dengan ja-
batan Lurah maupun Sekretaris Lurah dan
1.03% atau satu orang pegawai golongan I
dengan jabatan Pengurus Barang.

Dari 97 PNS Kelurahan di Lingkungan
Provinsi DKI Jakarta memiliki lama waktu
bekerja antara kurang dari satu tahun sam-
pai dengan 35 tahun yang di dominasi oleh
pegawai dengan masa kerja mencapai 26-30
tahun dengan persentase 26.8% atau seba-
nyak 26 pegawai. Berikut disajikan distribusi
frekuensi responden berdasarkan masa kerja:

Grafik 1 Masa Kerja Responden
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Sumber: Diolah oleh peneliti, 2015

Berdasarkan grafik 1 di atas terdapat
responden yang memiliki masa kerja 31-35

tahun sebanyak 4 orang pegawai atau 4.1%.
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Seperti yang dikemukakan oleh Bapak S, Lu-
rah Kelurahan Y yang menyatakan bahwa se-
bagian besar pegawai berasal dari generasi
tua dan generasi muda jumlahnya tidak le-
bih banyak. Hal ini salah satunya karena ke-
bijakan pemerintah menambah Batas Usia
Pensiun (BUP) menjadi 58 tahun bagi Pejabat
Administrasi dan 60 tahun bagi Pejabat Pim-
pinan Tinggi, sehingga pegawai yang seha-
rusnya sudah pensiun masih tertahan masa
pensiunya dan harus melanjutkan menjadi

abdi negara.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Disiplin

Pada penelitian ini, untuk mengukur korela-
si variabel independen (besar kecilnya kom-
pensasi, ada tidaknya perhatian pimpinan,
keberanian pimpinan dalam mengambil tin-
dakan, ada tidaknya keteladanan pimpinan,
pengawasan, ada tidaknya peraturan pasti,
diciptakannya kebiasaan positif) dengan va-
riabel dependen (Disiplin) yang berskala or-
dinal, maka peneliti melakukan Uji Korelasi
Rho Spearman. Adapun Uji Korelasi Rho Spe-
arman dalam penelitian ini dengan menggu-
nakan program SPSS 17.0 dan diperoleh hasil

sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Hasil Uji Korelasi Rho
Spearman Faktor-Faktor Kedisiplinan

Pegawai
Variabe Korelasi . .
No. Penelitian Coefficient Signifikansi
1 | Besarkecilnya 0.045 0.665
kompensasi
2 ggtelgdanan 0.041 0,691
impinan

3 Peraturan
(kebijakan) 0.537 0.000
Keberanian
4 | Pmpman 0.892 0.000
mengambil
keputusan
5 Pengawasan
pimpinan 0.105 0.307
6 Perhatian pimpinan 0.018 0.858
7 Kebiasaan positif di 0073 0476
lingkungan Kerja

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2015.

Berdasarkan tabel 1 di atas, hasil Uji Ko-
relasi Spearman pada tujuh variabel menun-
jukkan bahwa koefisien korelasi terkuat dimi-
liki oleh variabel keberanian pimpinan dalam
mengambil tindakan dan selanjutnya diikuti
oleh variabel ada tidaknya aturan pasti yang
dapat dijadikan pegangan bagi pegawai.
Kedua variabel ini dapat diberlakukan pada
level populasi, yaitu PNS Kelurahan di Ling-
kungan Provinsi DKI Jakarta karena nilai uji

korelasi <0.5 dan nilai signifikansi <0.005.

Pada tabel 1 tersebut juga memperlihat-
kan bahwa variabel dengan nilai korelasi ter-
tinggi dimiliki oleh variabel keberanian pim-
pinan dalam mengambil keputusan dengan
nilai korelasi 0.892 dan nilai signifikansi sebe-
sar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa, pen-
ting bagi seorang pimpinan untuk mem-
berikan tindakan yang tegas apabila terdapat
PNS di Kelurahan Provinsi DKI Jakarta yang
melakukan pelanggaran disiplin. Seperti
contohnya dalam hal keterlambatan pega-
wai. Apabila pemimpin melihat pegawainya
terlambat, maka pemimpin wajib untuk me-
negur pegawai tersebut. Berdasarkan hasil

penelitian, dari 97 responden, sebanyak 52

65

Volume 15, Nomor 1, Januari 2017



NOVIYANI RIZQIYAH DAN LINA MIFTAHUL JANNAH

responden atau sebesar 53.6% responden di-
tegur oleh atasan karena keterlambatannya.
Teguran yang diberikan oleh atasan yaitu be-
rupa teguran lisan seperti mengingatkan dan
menasehati pegawai. Teguran tertulis juga
diberikan ketika pegawai tidak masuk tanpa

alasan yang sah dan pasti.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat
delapan responden yang tidak ditegur oleh
atasannya yaitu karena pegawai tersebut da-
tang terlambat hanya satu sampai dengan
lima menit. Seharusnya, apabila terdapat pe-
gawai yang melakukan pelanggaran disiplin,
seperti halnya datang terlambat, maka atas-
an harus memberikan teguran. Hal ini di-
perkuat dengan pernyataan Bapak PS, salah
satu pegawai kelurahan mengatakan bahwa
apabila atasan tidak menegur bawahannya,
maka atasan tersebut akan ditegur oleh atas-
an di atasnya. Atasan harus menegur setiap
pegawai yang terlambat tanpa terkecuali. Hal
ini akan berpengaruh pada suasana kerja di
lingkungan kerja pegawai. Apabila terdapat
pegawai yang terlambat namun tidak ditegur
sementara pegawai lain yang terlambat dite-
gur, maka akan menimbulkan rasa tidak adil
bagi pegawai lainnya.

Pada lingkup kelurahan, pimpinan me-
rupakan salah satu pihak yang wajib mem-
berikan tindakan pendisiplinan kepada para
pegawai yang melanggar disiplin, seperti
memberikan tindakan pendisiplinan ringan
berupa teguran lisan maupun tertulis. Hal ini
sejalan dengan pernyataan Ibu W, Staf Subid
Disiplin Pegawai BKD DKI Jakarta yang me-

ngatakan bahwa seorang atasan harus bisa

L1, J—

mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) untuk bawahannya yang diduga me-
lakukan pelanggaran disiplin. Apabila suatu
hari diketahui atasan tidak melakukan BAP
ketika dilakukan sidak dari inspektorat, maka
atasan tersebut akan dikenakan sanksi. Hal
ini diperjelas kembali oleh pernyataan Ba-
pak Ry, Kasubag Umum dan Kepegawaian
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang menya-
takan bahwa Inspektorat akan meneliti kem-
bali dan memerikasa apakah benar terjadi
pelanggaran disiplin atau tidak. Inspektorat
memeriksa apakah hal yang dilaporkan lu-
rah sebagai atasan bahwa terdapat pegawai
yang melanggar disiplin itu memang benar
terjadi atau tidak. Ketika pelanggaran disip-
lin yang dilakukan oleh pegawai kelurahan
termasuk ke dalam pelanggaran sedang dan
berat, maka pihak yang memberikan sanksi
bukan lagi wewenang atasan langsung na-
mun sampai pada Sekretraris Daerah (Sekda)
atau Gubernur. Seperti yang dikemukakan
oleh Ibu W, Staf Subid Disiplin Pegawai BKD
DKI Jakarta yang menyatakan bahwa pembe-
rian sanksi kepada pegawai yang melakukan
pelanggaran disiplin sedang dan berat sudah
menjadi wewenang Sekda atau Gubernur ter-
gantung kepada pagkat dan golongan pega-
wai yang melakukan pelanggaran disiplin.
Selanjutnya Tabel 1 di atas juga menun-
jukkan nilai korelasi tertinggi kedua dimiliki
oleh variabel ada tidaknya aturan pasti yang
dijadikan pegangan dengan nilai korela-
si 0.537 dan nilai signifikansi sebesar 0.000.
Variabel adanya aturan pasti yang dapat di-

jadikan pegangan oleh pegawai membuat
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pegawai menjadi lebih disiplin. Hal ini di-
buktikan dengan adanya sejumlah peratur-
an terkait disiplin pegawai telah dibuat oleh
pemerintah dalam rangka meningkatkan
kedisiplinan dan meminimalisir tindakan pe-
langgaran disiplin para PNS di DKI Jakar-
ta, khususnya di lingkungan kelurahan. Per-
aturan tersebut diantaranya yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sejumlah
peraturan terkait lainnya seperti Peraturan
Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2015
Tentang Tunjangan Kinerja Daerah, Peraturan
Gubernur Nomor 207 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan guber-
nur Nomor 209 Tahun 2015 tentang Pa-
kaian Dinas bagi para pegawai.
Pengetahuan pegawai mengenai pera-
turan terkait disiplin pegawai sangat dibu-
tuhkan dalam rangka terciptanya keteraturan
dan kelancaran dalam pemberian layanan
kepada masyarakat. Dari 97 responden, 73
responden atau sebesar 75.3% responden
PNS di Lingkungan Kelurahan Pemprov DKI
Jakarta telah mengetahui peraturan terka-
it disiplin pegawai. Peaturan disiplin yang
diketahui oleh 73 responden tersebut yai-
tu Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Gubernur Nomor 193 tahun 2015
tentang Tunjangan Kinerja Daerah; dan me-
ngenai seragam/identitas pegawai, tata cara
izin-cuti, teguran, pemotongan tunjangan.
Pengetahuan pegawai akan peraturan sangat
diperlukan oleh pegawai untuk dijadikan pe-

doman dalam bekerja dan berperilaku. Ber-

dasarkan hasil survei, sebesar 44,30% PNS di
Lingkungan Kelurahan Pemprov DKI Jakarta
mengetahui peraturan disiplin pegawai ber-
asal dari surat edaran. Selanjutnya yaitu se-
besar 13,40% pegawai memperoleh informa-
si terkait peraturan disiplin pegawai berasal
dari internet, 9,30% pegawai mengetahui
informasi mengenai peraturan disiplin pega-
wai yang berasal dari rekan kerja, dan 9,30%
pegawai memperoleh informasi peraturan
disiplin pegawai dari Kepala Kepegawaian
dalam suatu acara briefing dan sosialisasi ke-

pegawaian dari Walikota Jakarta.

Berkaitan dengan sosialisasi suatu pera-
turan, Staf Sub Bidang Disiplin Pegawai Ba-
dan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta,
Ibu W menyatakan bahwa sosialisasi terkait
peraturan disiplin pegawai sudah sering di-
lakukan. Pada struktur organisasi BKD DKI
Jakarta, pihak yang melakukan sosialisasi
terkait peraturan disiplin pegawai yaitu Sub
Bidang Peraturan. Bentuk sosialisasi dan tar-
get/sasaran pihak yang akan disosialisasikan
pun beragam. Staf Subid Disiplin Pegawai
BKD DKI Jakarta mengatakan bahwa sasar-
an sosialisasi dirapatkan terlebih dahulu un-
tuk diketahui siapa yang paling efektif untuk
diberikan sosialisasi. Sosialisasi biasa dila-
kukan kepada Satuan Kerja Perangkat Dae-
rah (SKPD) atau Kepala Bagian (Kabag) Tata
Usaha (TU) atau Eselon IV atau Sub Bagian
Kepegawaian. Selanjutnya SKPD membuat
sosialisasi tersendiri. Badan Kepegawaian Da-
erah (BKD) DKI Jakarta hanya mengundang
per SKPD, sementara lurah berasal dari struk-
tur organisasi Unit Kerja Perangkat Daerah
(UKPD) dan SKPD-nya di Walikota.
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Selanjutnya, terdapat pula pegawai yang
tidak mengetahui peraturan terkait disip-
lin pegawai. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sebanyak 24 responden menyatakan
bahwa pegawai tidak mengetahui peraturan
terkait disiplin pegawai. Hal ini disebabkan
oleh pegawai yang sudah lupa, atau kalau-
pun ingat, yang diingat yaitu peraturan disip-
lin pegawai yang terdahulu. Kondisi ini terjadi
karena pegawai berpendapat bahwa peratur-
an yang ada terlalu banyak dan seringkali
diganti. Pegawai beranggapan bahwa yang
terpenting yaitu bekerja dengan baik dan ti-
dak melakukan kesalahan atau pelanggaran
disiplin. Hal ini terlihat pada sebesar 58.8%
atau sebanyak 57 responden dari total 97
responden Pegawai Negeri Sipil Kelurahan di
Lingkungan Provinsi DKI Jakarta tidak pernah
melakukan pelanggaran disiplin. Kondisi ini
disebabkan oleh pegawai yang merasa takut
dengan sistem peraturan yang ada, salah sa-
tunya seperti peraturan terkait pemotongan
Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Kondisi ini
sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ba-
pak R, Lurah Kelurahan X yang menyatakan
bahwa saat ini para PNS takut dengan "me-
sin”, dengan kata lain pegawai takut pada
peraturan yang ada dan tidak dapat berbuat
seenaknya, sehingga mau tidak mau semua-
nya harus dipaksakan untuk disiplin. Saat ini,
keterlambatan dan ketidakhadiran pegawai
yang melebihi ketentuan akan membuat TKD
pegawai akan terpotong secara otomatis me-
lalui sistem absensi fingerprint yang dikelola
langsung oleh Dinas Komunikasi Informasi

dan Kehumasan (Diskominfomas).
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Adanya peraturan pasti terkait disiplin
pegawai yang dapat dijadikan pegangan oleh
PNS Kelurahan di Lingkungan Provinsi DKI
Jakarta, nyatanya membuat pegawai eng-
gan untuk melakukan pelanggaran disiplin.
Kedisiplinan tersebut juga harus didukung
dengan keberanian atasan dalam mengambil
tindakan untuk menindaklanjuti apabila ter-
dapat pegawai yang melakukan pelanggaran
disiplin. Sejalan dengan yang dikemukakan
oleh Bapak S, Lurah Kelurahan Y yang me-
nyatakan bahwa kedisiplinan itu tergantung
dari kepemimpinan, yaitu bagaimana kete-
gasan dan penekanan oleh pimpinan terkait
kedisiplinan. Selain itu, pegawai itu sendiri
yang harus mengetahui pula aturan-aturan
yang ada dan harus mengikuti dan menaat-
inya. Dengan demikian, apabila aturan pasti
yang mengatur kedisiplinan pegawai telah
ada dan diberlakukan, namun pimpinan tidak
memberlakukan aturan tersebut kepada pe-
gawainya, maka kedisiplinan akan sulit untuk
diciptakan. Kondisi ini pun harus didukung
pula oleh keinginan dan kesediaan pribadi
PNS di Kelurahan DKI Jakarta itu sendiri un-
tuk berdisiplin.

PENUTUP

Faktor keberanian pimpinan dalam meng-
ambil tindakan dan ada tidaknya aturan pas-
ti yang dapat dijadikan pegangan bagi PNS
merupakan dua faktor penting yang meme-
ngaruhi kedisiplinan PNS Kelurahan di Ling-
kungan Provinsi DKI Jakarta yang mana ke-
dua faktor ini harus saling melengkapi satu

dengan yang lainnya dalam rangka menjamin
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keteraturan dan kelancaran dalam pemberi-

an layanan kepada masyarakat DKI Jakarta.

Adanya peraturan pasti juga menuntut
perlunya meningkatkan penerapan reward
and punishment oleh Lurah bagi PNS Kelu-
rahan di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta
yang disiplin dan pegawai yang melakukan
pelanggaran disiplin. Pemberian reward khu-
sus dari Lurah dapat membuat pegawai me-
rasa lebih dihargai, sementara punishment
yang jelas dan pasti akan menimbulkan efek
jera bagi para PNS Kelurahan di Lingkungan
Provinsi DKI Jakarta yang melakukan pelang-
garan disiplin, sehingga tidak akan mengu-
langinya kembali. Selanjutnya, bagi PNS Ke-
lurahan di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta
hendaknya selalu meng-update peraturan-
peraturan terkait disiplin pegawai dan tidak
hanya menunggu sosialisasi dari atasan atau
menunggu dikeluarkannya Surat Edaran.

Hal ini karena setiap PNS Kelurahan di
Lingkungan Provinsi DKI Jakarta sudah di-
anggap mengetahui segala Peraturan Perun-
dang-undangan yang ada. Kedisiplinan pun
akan berjalan lancar apabila peran masyara-
kat diikutsertakan dalam mengawasi kedi-
siplinan para PNS Kelurahan di Lingkungan
Provinsi DKI Jakarta.
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